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Lampaui Target Pendapatan Daerah pada 2023,
Pemprov DKI Jakarta Raih WTP Tujuh Kali Berturut

EMERINTAH Pro-

vinsi (Pemprov) DKI
Jakarta kembali meraih
predikat Opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) di Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah
DKI Jakarta pada 25
Juli 2024 lalu. Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK) memberikannya
untuk ketujuh kali secara
berturut-turut sejak 2017
hingga 2023. Predikat
ini diberikan berkat op-
timalisasi realisasi Ang-
garan Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD),
serta keberhasilan me-
lebihi target pendapatan
daerah Tahun Anggaran
(TA) 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Har-
tono menyampaikan, raihan
ini merupakan hasil kerja
keras, konsistensi, keseriu-
san, serta kebersamaan ker-
jalintas jajaran di Pemprov

DKI Jakarta. la juga mengu-
capkan terima kasih kepada
BPK yang telah memeriksa
Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) Provin-
si DKI Jakarta Tahun 2023
secara profesional.

"Penghargaan ini kami
persembahkan kepada
segenap masyarakat dan
stakeholders sebagai wujud
kesungguhan jajaran Pem-
prov DKI Jakarta dalam me-
nyelenggarakan pemerintah-

an dan pengelolaan keuan-
gan daerah yang akunta-
bel," ujarnya.

la melanjutkan, reko-
mendasi hasil pemeriksaan
dapat mendorong seluruh ja-
jaran Pemprov DKI Jakar-
ta untuk terus memperbai-
ki dan meningkatkan akunt-
abilitas pengelolaan keuan-
gan daerah.

"Kami juga berterima
kasih kepada pimpinan
dan para anggota legislatif
atas sinergi yang baik dalam
mendorong transparansi,
akuntabilitas pengelolaan,
serta pelaporan keuangan
daerah yang baik," imbuh
Pj. Gubernur Heru.

Lebih lanjut, ia memapar-
kan, LKPD Provinsi DKI Ja-
karta Tahun 2023 disusun
berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Ta-
hun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Adapun laporan keuangan
tersebut terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Lapo-
ran Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Lapo-
ran Perubahan Sisa Angg-

aran Lebih, Neraca, Lapo-
ran Arus Kas, serta Catatan
atas Laporan Keuangan.
Realisasi pendapatan
daerah tahun anggaran
2023 mencapai Rp 71,07
triliun atau 100,57 persen
melebihi rencana yang di-
targetkan sebesar Rp 70,66
triliun. Terdiri dari Realisa-
si Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Realisasi Pendapatan
Transfer, dan Realisasi Lain-
lain Pendapatan yang Sah.
Selain itu, realisasi be-
lanja daerah Tahun Angga-
ran 2023 sebesar Rp 66,77
triliun atau mencapai 92,55
persen dari target yang
direncanakan sebesar Rp

72,14 triliun. Dengan kompo-
nen Realisasi Belanja Oper-
asi, Realisasi Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, ser-
ta Realisasi Belanja Bantu-
an Keuangan ke Pemerin-
tah Daerah Lainnya.
"Upaya yang telah kami
lakukan masih memerlukan
penyempurnaan. Karena itu,
saya mengharapkan bimb-
ingan, saran, serta masukan
yang membangun dari BPK

RI dalam mempertahankan
dan meningkatkan akuntabil-
itas pengelolaan keuangan
Pemprov DKI Jakarta. Seka-
li lagi, terima kasih kepada

semua pihak yang telah me-
nyelesaikan pekerjaan ini,"
pungkas Pj. Gubernur Heru.

Sukses Jakarta untuk
Indonesia.



